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ABSTRAK

DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

Safara Akmaliah
Program Studi Iimu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Kasus disharmoni hukum masih banyak dijumpai dalam sistem hukum di
Indonesia. Akibat paling fatal yang timbul adalah ketidakpastian hukum. Penelitian
ini mengkaji disharmoni definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 17 Tahun 2011 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disharmoni definisi korban
tersebut merupakan kasus disharmoni vertikal antara peraturan daerah dan undang-
undang. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini
menyodorkan dua pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana disharmoni definisi korban
antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-
undangan? 2) Apa implikasi yuridis disharmoni definisi korban antara Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 terhadap kepastian hukum perlindungan korban kekerasan seksual?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga
pendekatan, yaitu konseptual, perundang-undangan, dan historis. Sumber yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni vertikal definisi korban dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap asas hierarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, disharmoni vertikal definisi
korban juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya perlindungan korban
tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, penelitian
ini merekomendasikan harmonisasi melalui sinkronisasi vertikal demi ketaatan asas
hierarki perundang-undangan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Definisi korban, Disharmoni hukum, Peraturan Daerah, Undang-
Undang
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ABSTRACT

THE DISHARMONY IN THE DEFINITION OF ‘VICTIM’ IN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 OF 2011 FOLLOWING THE
ENTRY INTO FORCE OF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 OF 2022 ON
CRIMINAL OFFENCES RELATING TO SEXUAL VIOLENCE

Safara Akmaliah
Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Gresik

Cases of legal inconsistency are still commonplace within the Indonesian legal
system. The most serious consequence of this is legal uncertainty. This study
examines the inconsistency in the definition of a victim in Gresik Regency Local
Regulation No. 17 of 2011 following the enactment of Law No. 12 of 2022 on
Sexual Violence Offences. This inconsistency in the definition of a victim
constitutes a case of vertical inconsistency between local regulations and national
legislation. Based on this background, this study poses two research questions: 1)
How does the discrepancy in the definition of a victim between Gresik Regency
Regional Regulation No. 17 of 2011 and Law No. 12 of 2022 manifest in light of
the principle of the hierarchy of legislation? 2) What are the legal implications of
the discrepancy in the definition of a victim between Gresik Regency Local
Regulation No. 17 of 2011 and Law No. 12 of 2022 for the legal certainty of
protection for victims of sexual violence?

This study is a normative legal study employing three approaches: conceptual,
legislative and historical. The sources used in this study include primary, secondary
and tertiary legal sources.

The research findings indicate that the vertical disharmony in the definition of a
victim under Gresik Regency Local Regulation No. 17 of 2011 and Law No. 12 of
2022 reflects a failure to comply with the principle of the hierarchy of legislation
in Indonesia. Furthermore, this vertical disharmony in the definition of a victim also
gives rise to legal uncertainty in efforts to protect victims of sexual violence
offences in Gresik Regency. Therefore, this study recommends harmonisation
through vertical synchronisation to ensure compliance with the principle of the
hierarchy of legislation and legal certainty.

Keywords: Definition of a victim, Legal inconsistency, Peraturan Daerah, Undang-
Undang
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